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TUJUAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN, antara lain:

= Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas
dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk

= Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk

Dari tujuan tersebut, tergambar bahwa penyelenggaraan adminduk
erat kaitannya dengan substansi hukum.



LUARAN PENCATATAN SIPIL

DATA

1. Data Agregat (kuantitatif atau kualitatif)
2. Data Perseorangan (31 elemen data), termasuk:
= kepemilikan akta kelahiran
= nomor akta kelahiran
=  kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
= nomor akta perkawinan/buku nikah;
= tanggal perkawinan;
=  kepemilikan akta perceraian;
= nomor akta perceraian/surat cerai;

= tanggal perceraian
(Pasal 58 UU 24/2013)

DOKUMEN
1. Akta:

O

O O O O O

Akta Kelahiran

Akta Perkawinan

Akta Perceraian

Akta Kematian

Akta Pengakuan Anak
Akta Pengesahan Anak

2. Catatan Pinggir
3. Surat Keterangan




/Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada: N
a. WNI; dan
b. Orang Asing, meliputi:

* pemegang izin kunjungan;

« pemegang ITAS ; dan Ps. 40 & 41 Permendagri
k * pemegang ITAP No. 108 Thn 2019 /

@ayanan Pencatatan Sipil kepada : \

a. Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil
Kab/Kota di tempat penduduk berdomisili.

b. WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di
Disdukcapil Kab/Kota tempat terjadinya peristiwa penting.

c. orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota
tempat terjadinya peristiwa penting.

d. Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP dilakukan di
Disdukcapil Kab/Kota tempat Orang Asing berdomisili.

{WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di Kantor Perwakilan RI. /




TUJUAN MEMILIKI AKTA KEMATIAN :

a.Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
b.Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yg berkaitan dgn kematian.
c.Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian.

d.Tertib administrasi kependudukan.

e.Memberikan konstribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yg/akurat,

muktahir dan realible.
® © 6 6 6 ¢ o

MANFAAT MEMIKIKI AKTA KEMATIAN :

a.Pembuktian kematian secara hukum;

b.Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/ asuransi;
c.Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda);
d.Pemberian tunjangan keluarga;

e.Pengurusan Taspen/asuransi;

f.Pencairan dana tabungan di bank;

g.Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati;
h.Perubahan status sebagai penduduk.

i. Didapatkan data statistik vital kematian.



Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Thn 2013

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di
domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pd Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan
kematian dr pihak yg berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru
dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yg tidak jelas identitasnya, Instansi
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dr kepolisian.

Selain diterbitkan akta kematian, juga dilakukan perubahan KK dan KTP el yg
statusnya kawin menjadi ceral mati (istri/suaminya) serta perubahan dim database

kependudukan. i



PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI

a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala
desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau
surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang
yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan
pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas
keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian
dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak
jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan
kematian dari Perwakilan Rl bagi penduduk yang
kematiannya di luar wilayah NKRI;

b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi
WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dok Perjalanan bagi
OA.

c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

PENJELASAN

. WNI mengisi F-2.01.
b. OA mengisi formulir F-2.01.
c. Utk Pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat

kematian yg diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya
diperlihatkan).

. Dinas tidak menarik surat kematian asli.
. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang

tercantum dalam formulir F-2.01.

. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto

untuk diunggah harus aslinya.

. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi,

karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi

ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.

i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen

perjalanan Rl yang meninggal dunia.

j. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli

waris tetapi dapat jg oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.

. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database

kependudukan, kutipan Akta Kematian diterbitkan tanpa NIK.

. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kematian.



Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam
database kependudukan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan

Pasal 65

Dapat juga dilakukan
tanpa melalui penetapan pengadilan:

Dokumen pendukung

MIS : - buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta
pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua)
orang saksi.

(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tgl 13 Mei 2020 hal Pencatatan Kematian)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 13 Mei 2020

Nomor : 472 12/5166/Dukcapil Yih. Kepala Dinas Kependudukan
Sifat :- dan Pencatatan Sipil
Lampiran - - Kabupaten Gunungkidul
Hal . Pencatatan Kematian di

Gunungkidul

Menjawab surat Saudara Nomor 477/309 tanggal 24 Maret 2020 hal
Permohonan Petunjuk Penerbitan Akia Kematian, dengan homat
disampaikan penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2013, pencatatan kematian
penduduk yang tidak terdafiar dalam KK dan database kependudukan
dilakukan meialui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan
database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan
pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung. misalnya buku nikah/akta
perkawinan, KK/KTP lama, jjJazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
(paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian darn kepala desa/lurah serta
pemohon membuat surat permyataan tanggung jawab mutiak (SPTJM)
dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DRokamen ini iclah dizandatangani secorm |
. g oleh

Direktur Jenderal Kepenchuduloan dan
Pencatatan Sipal,
Prof Dr. Zudan Arnf Fakmilloh. SH. MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).




FORMULIR PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (F-2.01)

I F—2.01 I

Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Kode wilayah

[ O S e o [ e [ |

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

Kelahiran Pengakuan Anak

Lahir Mati Pengesahan Anak

Perkawinan Perubahan Nama

Pembatalan Perkawinan Perubahan Status Kewarganegaraan
Perceraian | |Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pembatalan Perceraian Pembetulan Akta

L] ]
|

Kematian Pembatalan Akta
Pengangkatan Anak an Per Sipil dari Luar Wilayah NKRI

DATA PELAPOR

Nama

NIK
Nomor Dokumen Perjalanan™
Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

DATA SUBJEK AKTA KESATU

DATA SUBJEK AKTA KEDUA (JIKA ADA)

Nama

NIK
Nomor Dokumen Perjalanan™
Nomor Kartu Keluarga

TR

Kewarganegaraan

DATA SAKSI I

Nama

NIK
Nomor Kartu Keluarga
Kewarganegaraan

Nama

NIK
Nomor Kartu Keluarga

IR

Kewwa n raan

DATA ORANG TUA** ( hornvo diisi wntuk keperlusn pencataton kelaliiran, Iahiir mati dan kemoaltion)

Nama Ayah

NIK Ayah
Tempat Lahir Ayah
Tanggal Lahir Ayah

To! s Bin = Thn =

Kewarganegaraan

Nama Ibu

NIK Ibu

Tempat Lahir Tbu
Tanggal Lahir Ibu

Kewarganegaraan

IR R R R R R R
|
—
-
-

Tgl z ‘_gsn E Thn

[

DATA ANAK

1. Nama

2. Jenis kelamin

3. Tempat dilahwkan
4. Tempat kelahiran
S. Hari dan tanggal lahir
6. Pukul

7. Jenis kelahiran

8. Kelahiran ke

9. Penolong keiahiran
10. Berat bayi

11. Panjang bayi

1. Laki-iaki [ 2. pPerempuan
1. rsyrs [_]| 2. Puskesmas [] 3. Polindes 1 4. ruman [ 1s. Lainnya

Ha: [T 1 Tal : [T 8 : [T Jwe: [T 1T 1T 1
11 Tunggat (12 xkembar2 [ ]3. Kembar3 [_] 4. Kembar4 [ 5. Lainnya

: !1. Dokter [ J2. sidan/Perawat 3. oDukun 4. Lainnya
Kg




Lamanya dabm kandungan

Jens kelamin
Tanggal Bhir mati
Jenis kebhiran
Anak ke
Tempat diahrkan

 —

(TR T TR T

$ Bulan
IT .ll. Laki-Laki =
: | I 1en -
i i ——— |

RS/RB
Dokter

:] 1. Dokter DZ. BthnglPemv\d{:l Tenaga Kes [ 4. Kepolsian DS. Lainnya

2. Perem n

2. Puskesmas 3. Poindes
2. Bdang/Pera: 3. Dukun

o
2. Kembar2 |_ _|3. Kembar3 [_] 4. Kembar4 [_]5. Lannya

4. Rumah
4. Lanny:

5. Lannya
S. Lainnya

12.
13.
14.
is.
17.

is8.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

1.

PER!

NIK Ayah dari Suami
Nama Ayah dari Suami
NIK Ibu dar Suami
Nama Ibu dari Suami
NIK Ayah dari Istri
Nama Ayah dari Istri
NIK Ibu dari Istri
Nama Ibu dari Istri

Status Perkavwenan Sebelum Kawin

Perkawinan yang Ke-
Istri yang Ke-
(bagi yang poligami

Tanggal Pemberkatan
Perkavwman

Tanggal Melapor

Jam Pebporan
Agama

Kepercayaan

Nama Organsasi

Kepercayaan
Nama Pengadian
Nomor Penetapan

Tanggal Penetapan

Pengadian

Nama Pemuka Agama/
Kepercayaan

Nomor Surat Izin

dari Perwakian

Nomor Pasport
Perjajan Perkawinan
dbuat okeh Notaris

Jumih Anak (Jka ada
agar mengsi formulr
tambahan nama anak
dan akta kelhian anak)

Bagi P P

KAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN

bl o el e
alalals
Pl o el e
alelals

-l L L

Tol = |

i

2. krsten[ 3. kataik[__J4. renau [ ]5. Sumha [_]6. Konghuchu

e

| 6751 1T [T W $E N T () S |

| O [T W B T

| WY T [ N T [

1

o
)

—_
i—i—
b o] ]y

Tanggal Perkawinan

Nc Akta \-n
Tanggal Akta Perkawinan
Nama

Pengadi
Nomor Putusan Pengadian
Tanggal Putusan Pengadian

TRy

of
)

Tanggal ]
di Luar Negeri

|
H

1.
2.
3.

PN

Yang

Bagi

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN

percer
Nomor akta Perkawinan
Tanggal Akta Perkawinan

Tempat Pencatatan Perkawnan

Nama Pengadian
Tanggal Putusan

Nomor Putusan Pengadian

Nomor Surat Keterangan

Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadian

Tanggal Mebpor

/ ' perceraian ==
|

Pantera Pengadian

L

b fed

7

Bhn

ez = |

i 3 I |

T Perceraian Harap Mengisi Data

Nomor Akta Perceraian
Tanggal Akta Perceraan
Tanggal Pe!

Bporan
| Perceraan dari Luar Negeri

Tal
Tgl

di bawah ini:

| BT | | 1
Bin - I I I'l‘hn:
Bin : Thn

KEMATIAN

NIK

Nama kEengkap
Tanggal kematan
Pukul

Sebab Kemaan

Tempat kematan
Yang menerangkan

| I -] [| |

——
=

""é""
|-

1.
a.

| =] i | | |
| =74 ) 1 | A B | |

"
v

Dokter

2. Tenaga Kesehatan

Sakik basa / tua 2. Wabah Penyaiat
Krmnakas 5. Bunuh Dirl
1

3. Kepolisian a

3. Kecelakaan
6. Lainnya

Lasnnya

11



PENGANGKATAN ANAK

1. Nama anak angkat 5 | ] 1 | | [ | | T | (O, (W T 1
2. Nomor Akta Kebhiran =1 1 1 1 1 | 1
3. TanggaVBularny/Tahun T N ¢ e BN Thn =
Penerbian Akta Kebhiran
4. Dinas KabupaternyKota yang 2 | {=) | S | | o ] [ P | | ] = | | I T ol B il | |
menerbtan Akta Kelhian
5. Nama Ibu Kandung £ | i | | Wi | P ]
6 NIK Ibu Kandung | P |
7. Kewarganegaraan H
8. Nama Ayah S | | | 1 1 josm ]! | |
9. NIK Ayah Kandung = | [t
10. Kewarganegaraan =
11. Nama Ibu Angkat : | | | i | , [ ) | 1
12. NIK Ibu Angkat R I=1]
13. Nomor Paspor =
14. Nama Ayah Angkat 3 | | | ] ] | | P | | | - 1
15. NIK Ayah Angkat > 1 I | T A
16. Nomor Paspor g
17. Nama Pengadian g | |
18. Tanggal Penetapan Pengadian : Tgl = F\ Thn -
19. Nomor Penetapan Pengadian : 1 ] 1 =} | ] | | B P =
Pengadian
20. Nama lembaga Penetapan [ =] |=le=T=e]s "] I | RN | | = e i |
Pengadian
21. Tempat Eembaga penetapan =1 | Y | JesjaTes fus§ I | ] [ T | | | 1
pengadian
PENGAKUAN ANAK
1. Nomor Akta Kebhian 2 | =] === 1 | | il ) [ e G | 1
2. TanggaVBubryTahun : Tal = | 1 _IBn =] o = 1 1§ | ]
Penerbitan Akta Kebhian
3. Dinas Kabupaten/Kota yang 3 | (| Y | = is fescqws] 1 | D) I B | | | bl =5 | 1
menerbitan Akta Keahsan
4. TanggaVBubn/Tahun S 2 s | I lsn =y | L S . | 1
KeBlhian Anak
5. TanggaVBubBnyTahun =gl = | Ien [ | | R IE | | I ] 1
Perkawnan Agama
6. Nama Ibu Kandung = E=I=11—1=1 1
7. NIK Ibu Kandung s
8. Kewarganegaraan Ibu s I 1 |
Kandung
9. Nama Ayah Kandung : 1 [ T 1
10. NIK Ayah Kandung —
11. Kewarganegaraan Ayah : | - | | [
Kandung
12. Tanggal Penetapan Pengadian 2 T : Bn Thn =
13. Nomor Penetapan Pengadian 3 | 1 | | = | | | | S .
14. Nama kembaga Pengadian =[ 1 ] ] = | | [ |
PENGESAHAN ANAK
1. Nomor Akta KebBhian 5 | F=n | = [5  BE ) ) EE
2. TanggaVBulrnyTahun = Tal : | 1 Ien B ™ - || 1 1 1
Penerbtan Akta Kekhian
3. Dinas KabupateryKota yang = ] | I [ =0 = 1 | i [ R | | [ P ]| | B | | [ [ |
menerbtan Akta Kekhiran
4. TanggaVBulanyTahun =g el I Isn =3 |10 U2 N [N | | |
Keklhran Anak
5. TanggaVBulamnwTahun = Eob s [ _Ien =i e s e | I ]
Perkawinan Agama
6. Nomor TanggaVBulkn/Tahun = 1 == |
Akta Perkawmnarny/Buku Nikah Tgl 2 Bn Thn  ©
7. Nama Ibu Kandung = | I | | (] P | L
8. NIK Ibu Kandung : |
9. Kewarganegaraan Ibu = 1
Kandung
10. Nama Ayah Kandung s 1 1 | | 1 1 1
11. NIK Ayah Kandung C
12. Kewarganegaraan Ayah s
Kandung
13. Nomor Penetapan Pengadian = [ 1 | BT | I Ji=u] 1
14. Tanggal Pense@pan Pengadian : Tgl : Bin Thn =
15. Nama kEmbaga Pengadian | | l__ | | = | 1
PERUBAHAN NAMA
1. Nama Lama = I | I I ] 1 1
2. Nama Baru = Jiow ) | i) R | ]
3. Nomor Akta Keahiran s
4. Nama Ayah/Ibw/Walk B | [ | [ PR ] | 1
(bagi yang di bawah umur)
5. NIK Nama Ayah/Ibu/Wak s (= |
6. Kewarganegaraan = | ) s =) [ T == | |
7. Nomor Penetapan Pengadian =
8. Tanggal Penetapan Pengadian > : 8n Thn =
9. Nama kEmbaga Pengadian 3 | | | Pl | p====f 1|

12



PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
Kewarganegaraan Baru = ]
Nomor Akta Kelahiran B
3. Nomor Akta Perkawinan s
4. Nama Suami atau Istri z | | | [ ) ]
5. NIK Suami atau Istri 5
6. Nomor Paspor s
7. Nomor Afidavit =
8. Nomor Keputusan Presiden 2
9. Tanggal/Bularn/Tahun : Tql 3 Bin_ = Thn H
10. Nomor Berita Acara Sumpah/Janji Setia = | I I ]
11 Nama Jabatan yang menerbitkan BAS/Janji Seua [ | 1 1 ] | 1 1 1 1 I 1
12 TanggaW/Bulan/Tahun : Taql H Bin_ = Thn -
13 Nomor Keputusan Menteri (Bidang Kewarganegaraan) : 1 1 1
14 Tanggal/Bulan/Tahun = Tg! s BIn = Thn 5
PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA
1. Nomor Akta Kelahiran s | | W T | I | P N I i |
2. Jenis Kelamin Lama : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
3. Jenis Kelamin Baru s 1. Laki-lLak 2. Perempuan
4. Nomor Per Per » s I I I I 1 1 | .
S. Tanggal Per » Per : Tl = Bln_ = | E S 1 1 1 1
6. Nama lembaga Pengadilan = I I | | 1 ] [ | | I == =y
PEMBETULAN AKTA
1. Nomor Akta yang akan = [ [ [ | | O EET P | I j==f=-§ § I | |
dibetulkan/ditarik
2. Nama Ayah/Ibu / wali = [ =) B T B e I | 5 | | =1 | (A | | [ [ N |
(yang di bawah umur)
3. NIK Ayah/Ibu /wal 3 | ="} | = | I I I I | I | | I I 1
PEMBATALAN AKTA
1. Akta yang dibatalkan =3 | | | 1 =1
2. Nomor Akta yang dibatalkan A | 1 || | 1 |
3. Nomor Putusan Pengadilan = [ 1 1 1 1 1
4. Tanggal Putusan Pengadilan = Tql Bin_ = Thn 3
S. Nama lembaga Pengadilan = | I | [ | 1 I I=Fr_g=_fi=]
PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR mLAYAH NKRI PO
1 Jenis peristiwa penting = 1. Kelahirar{ _|2. Perkawinan | 3. Percerailan q. K 3| S. ga
6. ¥ aan RI
2 Nomor Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan
Slpll dari Perwakilan RI =
gal Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan
- Slpll dari Perwakilan RI d
4. Kantor Per Y yang skan per s
5 Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari Negara Seternpat s
6 Tanggal Penerbitan dari Negara Setempat —
Mengetahui : Pelapor
epala Desa/Lurah
Pejabat Dukmpil Yang Memxdangi
C =) e b

= Jika Ada

Add Your Footer Here



= Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.1/4996/SJ Tgl 14 September 2021
Hal: Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan

= Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/11406/Dukcapil Tgl 30 Agustus 2021
Hal: Peningkatan Cakupan Akta Kematian.

Dalam rangka peningkatan cakupan akta kematian, diminta kpd:
» Dinas Dukcapil Kab/Kota, utk melakukan langkah2, sbb:

v
v

A NEANERN

v
v

Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian;

Melibatkan aparat desa/kelurahan, RT, RW, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya
yang meninggal, utk disampaikan ke Dinas Dukcapill;

Memanfaatkan TIK/pelayanan secara online utk memudahkan pelayanan kpd masyarakat;
OPD yang membidangi pemakaman & Disdukcapil membuat Buku Pokok Pemakaman;
Dinkes menyampaikan data penduduk yg meninggal di RS dan faskes lainnya kpd Dinas
Dukcapill

Tetap berpedoman pada protokol Kesehatan

Melaporkan cakupan akta kematian kpd Dinas Dukcapil Prov, setiap bulan paling lambat tgl 28.

» Dinas Dukcapil Prov, melakukan langkah2, sbb:
v" Proaktif mendorong peningkatan cakupan akta kematian di masing2 kab/kota;
v' Melaporkan cakupan akta kematian kpd Dirjen Dukcapil, setiap bulan paling lambat tgl 5, ke

email subditlahmat@agmail.com
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SURAT DIRJEN DUKCAPIL : PENINGKATAN CAKUPAN AKTA KEMATIAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Manggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
T : 1 = 137 b
Jakasta 30 Agustus 2021
Nomor T AT2 121113080 ukcapil Yih. 1. Kepala Unt KegaDinas yang
Sifat = Membidangi Kependuduican
dan Pencatatan Spid Provinss
Lm_A(ernpat)etm
2. Dinas Ldukan
Hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian ::npua Keg::’::
Kabupaten/Kcta

kepemilikan akia kematian, maka periu adanya srategis dan
sistematis. Sehubungan dengan hal tersedbut, dimanta kepada Sauvdara untulk
me=lakukan langkah-langkah berikut

1. Kepala Dinas Dukcapid Kabupaten/<ota untuk:
a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematan, dengan

teriampir), sebagaimana

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabhun

2006 tentang Administrasi Kependudukan Data tersebut disampaican

kepada Dinas Dukcapid untuk penerbtitan akta kematian, perubahan KK can

perubahan KTFP-el bag yang statusnya kaawan.
b.mmmmmmxmwwsmw.

PDF kepada penduduk, supaya dapat mencetaknya secara mandin.

c,mmKepdawwwM(OPD)m
pemakaman membuat Buku Pokok

sebagasnana Surat i
Dalam Negeri Nomor No. 47212270 1/Dukcapd tanggal 17 Maret 2016 had
Peningkatan Pencatatan Pernstiwa Kematan).

¢.Mo«amwxmmmmmmaw

K‘I’P—elbegoyangmmkm

e. Meiaporkan cakupan akta kematian kepada Dinas Dukcapi Provinsi (sesuai
format teriampir), paling ambat tanggal 28 (dua pulunh delapan) setap
buian.

2. Kepala Unit KerjawvDinas yang Membidang: Kependudukan dan Peancatatan
Sipd Provins: untuk

a Molakukan langkah proaktf untuk mendorong percepatan peningkatan
abupaten/ots

pelop y dan p tatan hematian i Masing-masng k
. Melaporkan cakupan akta kematan kepada Dwektur Jenderal Dukcapdl
paling lambat sotap tanggal S (ma) bulan berkutnya (sesudi Sormat
tertampir) he emad gubditiohmatEgmad com serta melabukan konfrmas
kepada Penanggung Jawab Provinst dan Kabupaten/Kota masing-masing
3. Mengingat masih memsbaknya pandemi COVID.-19 dan upaya pencegahan
penyebaran COVID. 19 amaksud, pelayanan pencatatan dan penertitan akia
kKematian wajld berpedoman pada protokol kesehatan.

Demikian, untuk diaksanakan dan atas perhatiannya dmampatkan terima
kasih.

Diroktur Jenderal
Keoendudukan dan Pencatatan Swol
- i - S———
bk ek
e e
Pove orm e wgs
Pl Dy Badies Aol § s NN
Tembusan:
Mensteri Dolam Negen (sebagal aporan),
yong Amnara ey e L

. - teien
meewy Ve terde largan dan Liemsel bavas
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Jakaria, 14 Ceptember 2021
Nomor - 472.-( f4996/ 53 Yth. Bupati/Walikota
Segera

Lampiran - -
Hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian Seluruh Indonesia

0
)

Dalam rancoka meningkatkan Pelaporan peristiwva kematian dan cakupan
kepemilikan akta kematian, periu adanya upaya ya

ng strategis melalui
pelayanan jemput bola dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OrPD)

Sehubungan dengan hat tersebut, diminta kepada BupatiVValikota untuk
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untui:

a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kKematian, dengan
melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga,
untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal,

aimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor =24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Memanfaatkan teknologi informasi dan kKomunikasi melalui SmMsS
Gateway, Whatsapp., email serta mengutamakan layanan oniine untuk
memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Memerintahkan Kepala OPD yang menangani urusan pemakaman dan
Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/xota Supaya membuat Buku Pokok
Pemakaman, untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau

P

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan data setiap
Ppenduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan =innya
kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

4. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan
penyebaran COVID-18 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan
akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesahatan yvang beriaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bupatilnvwalikota diucapkan
terima kasih

Tembusan:
Gubernur di seluruh Indonesia.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SURAT DlRJEN

Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021:7i80t655j:3798499t770b — HAL KOORD'NAS' DENGAN BPBD UNTUK
Nomor  : 472.32/12a08/Dukcapil Vth. 1. Kepala Unit Kera/binas yang PENCATATAN KEMATIAN DAN PENINGKATAN

Sifat : Membidangi Kependudukan
Lampiran ;- e e o CAKUPAN AKTA KEMATIAN
Hal : Koordinasi dengan BPBD untuk - Kepala Dinas Kependudukan
Pencatatan Kematian Dan Peningkatan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Akta Kematian Kabupaten/Kota
di

Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus
2021 hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian, diminta kepada Saudara untuk
juga melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, untuk aktif menjalin koordinasi
dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena Covid-79 dan
musibah bencana lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK
dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin. Data yang diperlukan
antara lain, Surat Keterangan Kematian dan fotokopi KK/KTP-el yang
meninggal dunia (sesuai Pasal 45 Perpres 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi untuk aktif menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mendapatkan data penduduk yang
meninggal karena Covid-79 dan musibah bencana lainya, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk diproses
penerbitan Akta Kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara
2 clektronik oleh

Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakirulloh. SH. MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Nama Tempat Pemakaman : ...
Alamat: 00 LSRG
NAMA DAN NO.
TEMPAT
g TANGGAL NAMA NIK H.P. KELUARGA
NO. NK NAMA ML?\I%L PEMAKAMAN | PELAPOR | PELAPOR | YANG DAPAT KET.
DIHUBUNGI
Ml @ (3) (4) (5) (6) () (8) (9)

-----------------------------------

Add Your Footer Here



FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota Y i
NO. NIK NAMA TEMPAT TEMPAT DAN NAMA NIK NAMA DAN NO.
LENGKAP DAN TANGGAL PELAPOR PELAPOR H.P. KELUARGA
TANGGAL | MENINGGAL YANG DAPAT
LAHR DIHUBUNGI
([ (2 3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kepala Desa/Lurah ................ Ketua RT. ..ccovererinee
S cxonsssansasnnmnssnsxessgsonssnysassasancnss ) (L omomen s mustanesanmssmss tsomsmsseis )

Add Your Footer Here
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Jakarta, 17 Januari 2022

Nomor :A472.12/1242/Dukcapil Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Sifat = Membidangi Kependudukan dan
Lampiran : 2 (dua) eksemplar Pencatatan Sipil Provinsi
Hal : Percepatan Penerapan Buku 2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pokok Pemakaman Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di

Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14
September 2021 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Peningkatan Cakupan
Akta Kematian, diminta kepada Saudara melakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:

a. Segera membuat Buku Pokok Pemakaman (sesuai format terlampir) dan
disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman;

b. Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir)
untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RV dan desa/kelurahan;

c. Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang
telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RVV dan desa/ kelurahan,
disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian,
perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.

2. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan Kematian di desa/
kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman.
Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut,
dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat terlaporkan untuk diterbitkan
akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan.

3. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi untuk:

a. Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku
Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta
peningkatan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota;

b. Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di
desa/kelurahan serta cakupan akta kematian di masing-masing
kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap
tanggal 5 (lima) ke email subditlahmat@gmail.com dan melakukan konfirmasi
kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik oleh

Direktur enderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. SH. MH

alam Negeri (sebagai laporan).

Sesuai dengan perundang - undangan yang beriaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperiukan tanda tangan dan stempel basah
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